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BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disipiin, motivasi, kinerja dan
kesejahteraan serta mewu-judkan akuntabilitas pemberian tambahan
penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk lim
Pelaksanaan Tambahan Penghasilar Pegawai {TPP) Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Petrerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkal Surat Keputusan Menteri Daiam Negeri Nr:mcr
qO0-4700 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka persetujuan
pemberian TPP ASN dibentuk Tirn Pelaksanaan Tambahan Penghasilan
Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pernbentukan
Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai {TPP} Aparatur Sipii
Negara di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat 1I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku menjadi Undanpundang;

2. Undang undang Nomor 46 Tahrin 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentrtkan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Haimahera Tirnur dan Kata
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun '2403 tentang Keuangan Negara;
5" Undang-undang Nomor 1 Tahun '2OA4 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun '2A14 tentang Administrasi

Pemerintahan;
8. Undanyundang Nomor 1 Tahun 202'2 tentang Hubungan Keuangal

antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah ffaerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pe raturan Periindang- undangan ;

l0.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
ll.Peraturan Pemerintah Nomor l'2 Tahun 2Al9 kntang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kine{a

Pegawai Negeri Sipil;
l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2A2O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OA-47OA Tahun '2A2A tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '2A23
tentang Perutrahan Kedua atas Peraturan Daerah Kahupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

l7.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun '2023 tentang
Kelas Jabatan.

ilIEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegar,r.ai (TPP)
Aparatur Sipil Negara di i.ingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat, dengan sllsunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini"
Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. unsur pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan

perhitungan terkait penflanggaran TPP ASN Pemerintah l)aerah;
b. unsur organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidenti{ikasi

-iabatan-jabatan -yang masuk dalam kriteria beban ke{a, prestasi
kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau per[imbangan
ottjektif lainnya;

c. unsur kepegawaian bertugas untuk rnelakukan perhitungan
pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan ;

d. unsur hukum menyusun peraturan kepala daerah TPP ASN
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang pernbentukan produk hukum daerah;

e. unsur perencanaan bertugas untuk memastikan perencanaan
penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan

f. unsllr pengawasan bertugas untuk melakukan pengaw"asan
pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan

Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud Diktum
Keclua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan )rang berlaku serta berta-nggung -1'alr,'ab kepad:r
Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
Segala biaya .yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan tselanja
Daerah Kabupaten Ha-lmahera Barat Tahun Anggaran '24'25.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Jailoio
: 1 November o24

BUPATI BARAT,
PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah *t
Ass. Bid. Adm. Umum YI
Kabag. Hukum & Orgs V
Ternfusarc Di th;Tenfurcarc Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
4. Gubernur Maiuku Utara di Sofifi,
5. inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jaiiolo;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanaka.n sebagaimana mestin_ya.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHBRA BARAT
NOMOR : 225.A /KPTS/K 12424
TANGGAL: 1 NOVtrMBtrR 2424

TENTANG : PEMBENTUKAN TiM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PBGAWAI
(TPP} APARATUR SIPL NEGARA DI LINGKUNGAN PtrMBRINTA}{
KARUPATBN HALMAHtrRA BARAT

NO.
KEDUDUKAN
DAI,AM TIM

KBDUDUKAN DALAM INSTANSI KtrT.

1 PembinalPengarah Bupati Ha.lmahera Barat

,2 Koordinator Sekretaris Daerah Kab. Halm.ahera Barat

.}
.) Wakil Koordinator

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda
Kab. Halmahera Barat

4 Ketua
Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat

5 Sekretaris Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat

6 Anggota

1. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Setda Kabupaten Halmahera Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada

Inspektorat Daerah Kab. HaLmahera Barat

Sekretariat Tim

I Ketua Sekretaris BKD Kabupaten Halmahera Barat

B Anggota

1. Kepala Bidang Anggaran pada BKAD
Kab" Halmahera Barat

2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan paria BP3D Kabupaten
Halmahera Barat

3. Kepala Bidang Informasi dan Data pada
I3KD Kab. Halmahera Barat

/+. Kasubag Dokumentasi dan Bantuan
I{ukum Setda Kab. Halmahera Barat

5. Jatung P2UPD
6. Staf Inspektorat Daerah
7. Staf Bagian Hukum dan Organisasi

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah #,
Ass. Bid. Adm. Umum N
Kabag Hukum & Orgs v
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